
BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR* TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang     :     a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 dan pasal 5
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor  5  Tahun
2016    tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat
Daerah   Kabupaten   Rembang  sebagaimana  telah  diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 6  Tahun  2021  tentang Perubahan Kedua
atas   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Rembang   Nomor   5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten  Rembang,  Peraturan  Bupati  Rembang
Nomor   58   Tahun   2016   tentang   Kedudukan,   Susunan
Organisasi,  Tugas dan Fungsi serta Tata Kelja Inspektorat
Kabupaten Rembang, perlu diganti;

b.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta
Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat       :      1.   Undang-Undang     Nomor      13      Tahun      1950      tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Djawa Tengah; -

2.   Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur
Sipil  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun
2014   Nomor   6,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5494) ;

3.   Undang-Undang     Nomor     23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor   11   Talun   2020   tentang  Cipta   Kelja   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun    2020    Nomor   245,

::;:3i:ham  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  No\or



4.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2016   Nomor   114,   Tambahan   I,embaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   72   Tahun   2019
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18
Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019   Nomor   187,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402 ;

5.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang      Klasifikasi,       Kodefikasi      dan      Nomenklatur
Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;

6.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor  5  Tahun
2016    tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang (Ijembaran Daerah Kabupaten
Rembang   Tahun   2016   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran
Daerah   Kabupaten   Rembang   Tahun   2016   Nomor   128)
sebagaimana   telah    diubah    dengan    Peraturan    Daerah
Kabupaten    Rembang    Nomor    4    Tahun    2020    tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang
Nomor 5 Tahun  2016  tentang Pembentukan  Pembentukan
dan   Susunan   Perangkat   Daerah   Kabupaten   Rembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor
4,   Tambahan   Lembaran   Daerah   Kabupaten   Rembang
Nomor  151);

7.     Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pembentukan  Peraturan Bupati dan  Keputusan
Bupati  (Berita  Daerah  Kabupaten  Rembang  Tahun  2017
Nomor  28)   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Bupati Rembang Nomor 2  Tahun 2021  tentang Perubahan
atas  Peraturan  Bupati  Rembang  Nomor  28  Tahun  2017
tentang  Tata  Cara  Pembentukan  Peraturan  Bupati  dan
Keputusan   Bupati   (Berita   Daerah   Kabupaten   Rembang
Tahun 2021  Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :    PERATURAN     BUPATI     TENTANG     KEDUDUKAN,     SUSUNAN
ORGANISASI,    TUGAS    DAN    FUNGSI    SERTA    TATA    KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.     Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2.     Pemerintah      Daerah      adalah      Bupati      sebagai     unsur
penyelenggara     Pemerintahan     Daerah     yang     memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerch otonom.



3.     Bupati adalah Bupati Rembang.

4.     Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

5.     Inspektorat adalah lnspektorat Daerah Kabupaten Rembang.

6.     Jabatan F`ungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

7.     Kelompok  Jabatan  Fungsional  adalah  kumpulan jabatan  fungsional  yang
terdiri  dari  sejumlah  tenaga  ahli  dalam jenjang jabatan  fungsional  yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB 11

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)    Inspektorat   merupakan   unsur   pengawas   penyelenggaraan   Pemerintah
Daerah.

(2)    Inspektorat  dipimpin  oleh  Inspektur  yang  berkedudukan  di  bawah  dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)    Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:
a. Inspektur;
b. Sekretariat terdiri dari:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
3) Subbagian Administrasi dan Umum;

c. Inspektur Pembantu I;
d. Inspektur Pembantu 11;
e. Inspektur Pembantu Ill;
f.  Inspektur Pembantu IV;
9. Inspektur Pembantu Khusus;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)    Sekretariat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dipimpin  oleh
Sekretaris  yang  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada
Inspektur.

(3)    Inspektur Pembantu sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,
huruf e,  huruf f dan  huruf g,  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung
jawab kepada Inspektur.

(4)    Subbagian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),    huruf b  dipimpin  oleh
Kepala  Subbagian  yang  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

(5)    Inspektur  Pembantu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)   membawahi
jabatan fungsional yang melakukan fungsi pengawasan.



(6)    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
bertanggung jawab  kepada  Sekretaris  atau  Inspektur  Pembantu  masing-
masing.

(7)    Bagan   Susunan   Organisasi   Inspektorat   sebagaimana   tercantum   dalam
I,ampiran yang merupakan bagian tidak teapisahkan dari Peraturan Bupati
lnl.

BAB Ill

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 4

Inspektorat   mempunyai   tugas   membantu   Bupati   membina   dan   mengawasi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  Inspektorat
menyelenggarakan fungsi :
a.   perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b.   pelaksanaan  pengawasan  internal  terhadap  kinelja  dan  keuangan  melalui

audit, reviu , evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c.   pelaksanaan  pengawasan  untuk  tujuan  tertentu  atas  penugasan  Bupati

dan/ atau Gubemur sebagai Wahil Pemerintah Pusat;
d.   penyusunan laporan hasil pengawasan;
e.   pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f.    pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
9.   pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
h.   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana Pasal 3 ayat (1)  huruf b mempunyai tugas perumusan
konsep  dan  pelaksanaan  kebijakan,  pengkoordinasian,  pemantauan,  evaluasi,
pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan
ketatalaksanaan,    pembinaan   ketatausahaan,    kearsipan,    kerumahtanggaan,
kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  6,  Sekretariat
Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a.   pengoordinasian  penyusunan  rencana  dan  program  kerja  di  lingkungan

lnspektorat;
b.   pembinaan  dan  pemberian  dukungan  administrasi  yang  meliputi  program,

keuangan ,        h u bungan        masyarakat ,        ketatau sahaan ,        kearsipan ,
kerumahtanggaan,  kepegawaian  dan  pelayanan  administrasi  di  lingkungan
Inspektorat;

c.   pengoordinasian,  pembinaan  dan  penataan  organisasi  dan  tata  laksrma  di
lingkungan Inspektorat;



d.   pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Inspektorat;
e.   pengoordinasian  pelaksanaan  sistem pengendalian  internal  pemerintah  dan

pengelolaan informasi dan dokumentasi;
f.    penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan  pelayanan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;
9.   pelaksanaan   monitoring,   evaluasi  dan  pelaporan   sesuai   dengan  lingkup

tugasnya; dan
h.   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf
b  angka   1)   mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan  bahan  perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
a.   penyusunan program dan kegiatan;
b,   perencanaan dan program kelja pengawasan;
c.   penyusunan kebijakan pengawasan;
d.   pengumpulan data pelaporan bidang perencanaan;
e.   evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinelja;
f.    pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat; dan
9.   pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1)  huruf b
angka   2)   mempunyai   tugas   melaksanakan   penyiapan   bahan   perumusan,
pengkcordinasian , pelaksanaan , pemantauan , evaluasi serta pelaporan meliputi :
a.   inventarisasi,    statistik   dan    pendokumentasian    hasil    pengawasan    dan

penyajian hasil pengawasan;
b.   pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
c.   penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan  BPK RI dan

aparat pengawas intern pemerintah;
d.   penyiapan bahan  koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
e.   fasilitasi peningkatan maturitas SPIP;
f.    penyiapan  bahan  pengoordinasian  penilaian  mandiri pelaksanaan reformasi

birokrasi (PMPRB) dan penilaian internal pembangunan zona integritas;
9.   monitoring strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi;
h.   keljasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
i.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Subbag  Administrasi  dan  Umum  sebagaimana  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  huruf b
angka 3) mempunyai tugas melaksanakan:
a.   penyiapan   bahan   perumusan   meliputi   ketatausahaan,   produk   hukum,

kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang
miljk   daerah,   kearsipan,   kepegawaian   dan   pelayanan   administrasi   di
lingkungan Inspektorat;

b.   pengoordinasian   meliputi   ketatausahaan,    produk   hukum,    kehumasan,
keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah,
kearsipan,    kepegawaian    dan    pelayanan    administrasi    di    lingkungan
Inspektorat;

c.   pelaksanaan   dan   pemantauan   meliputi   ketatausahaan,   produk   hukum,
kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang
milik   daerah,   kearsipan,   kepegawaian   dan   pelayanan   administrasi   di
]ingkungan Inspektorat;

d.   evaluasi   dan   pelaporan   meliputi   ketatausahaan,   hukum,   kehumasan,
keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah,
kearsipan,    kepegawaian    dan    pelayanan    administrasi    di    lingkungan



Inspektorat;
fasilitasi peningkatan kapabilitas APIP;
fasilitasi pengisian LHKASN Pemerintah daerah; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
lnspektur Pembantu I, 11, Ill dan IV

Pasal  1 1

(1)    Inspektur Pembantu I,11,Ill,  dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, mempunyai tugas membantu
Inspektur  dalam  mengoordinir  pelaksanaan  pengawasan  oleh  Auditor  dan
pengawas   penyelenggaraan   urusan   pemerintahan   di   Daerah   terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah.

(2)    Pelaksanaan   tugas   Inspektur   Pembantu   I,   11,   Ill   dan   IV   sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   dibagi   berdasarkan   obyek   pemeriksaan   yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   11  ayat  (1)
Inspektur Pembantu I, 11, Ill dan IV menyelenggarakan fungsi:
a.   penyiapan   bahan   perumusan   kebijakan   umum   dan   teknis   operasional

pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
b.   penyiapan bahan penyusunan rencana kelja pengawasan;
c.   pengoordinasian   pelaksanaan  pengawasan  internal  terhadap   kinelja  dan

keuangan   melalui   audit,   reviu,   evaluasi,   pemantauan,   monitoring   dan
kegiatan pengawasan lainnya yang bersumber dari APBD dan APB Desa;

d.   pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
e.   penyiapan bahan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
f.    pengendalian,    evaluasi    dan    pelaporan    pelaksanaan    tugas    Inspektur

Pembantu;
9.   pelaksanaan tugas-tugas mandatori; dan
h.   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 13

Inspektur  Pembantu  Khusus  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1)
huruf g mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengoordinir pelaksanaan
pengawasan    oleh    auditor    terhadap    penanganan    kasus    pengaduan    dari
masyarakat,  organisasi  masyarakat,  1embaga  negara,  badan/lembaga/instansi
pemerintah pusat dan daerah,  badan hukum,  partai politik,  media massa dan
permintaan perhitungan kerugian negara oleh Aparat Penegak Hukum.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  13,  Inspektur
Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
a.   penyiapan   bahan   perumusan   kebijakan   umum   dan   teknis   operasional

pemeriksaan investigatif;
b.   penyiapan bahan penyusunan rencana kelja pemeriksaan investigatif;
c.   pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan

dengan tujuan tertentu terhadap kineria dan keuangan yang bersumber dari
APBD dan APE Desa;



d.   pelaksanaan  pengawasan  internal  terhadap  kinelja  dan  keuangan  melalui
pemantauan, konsultansi yang bersumber dari APBD dan APB Desa;

e.   pengendalian    gratifikasi    dan    mengoordinasikan    tugas-tugas    di    Unit
Pemberantasan Pungutan Liar;

f.    pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan tindak pidana
korupsi menuju gooc{ got/emcince, Ofecm goLJe7'merit dan pelayanan publik;

9.   pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
h.   pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu

Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigatif; dan
i.    pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok   Jabatan   Fungsional   di   lingkungan   Inspektorat   dapat   ditetapkan
menurut   kebutuhan   yang   mempunyai   tugas   untuk   melakukan   pelayanan
fungsional   sesuai   dengan   jabatan   fungsional   masing-masing   berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1)    Kelompok   Jabatan   Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)    Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),   ditentukan
berdasarhan kebutuhan dan beban kelja.

(3)    Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud  pada ayat (2),
djatur sesuai dengan ketentuan peraturari perundang-undangan.

(4)    Pemenuhan    kebutuhan    Jabatan    Fungsional    dapat    dilakukan    dengan
pengan9katan  pertama,  perpindahan,  penyesualan  dan  penyetaraan jabatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)    Pelaksanaan   perilalan   prestasi   kelja  Jabatan   Fungsional   sesual   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

( 1)    Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
mengenai    hasil    pembinaan    dan    pengawasan    pelaksanaan    urusan
pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  dan  tugas  pembantuan
oleh    perangkat    daerah    secara    berkala    atau    sewaktu-waktu    sesuai
kebutuhan.

(2)    Inspektur   berkoordinasi   dengan   Bagian   Organicasi   Sekretariat   Daerah
dalam menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kelja, dan
uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat.

(3)    Inspektur dalam  melaksanakan  tugasnya  menerapkan  prinsip  koordinasi,
integrasi  dan  sinkronisasi  baik  dalam  lingkungan  lnspektorat  maupun
dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.



{4)    Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok
Jabatan  Fungsional  pada Inspektorat  wajib  menerapkan  prinsip  koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan orgarrisasi di lingkungan Inspekeorat serta dengan instansi lain di luar
Inspektorat sesual dengan tugas masing-masing.

(5)    Setiap  pimpinan  unit  organisasi  pada  Inspektorat  dalam  melaksanakan
tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

(6)    Setiap   pimpinan   unit  organisasi  pada  Inspektorat  menerapkan   sistem
pengendalian   intern   pemerintah   di   lingkungan   masing-masing   untuk
mewujudkan    terlaksananya    mekanisme    akuntabilitas    publik    melalui
penyusunan   perencanaan,   pelaksanaan,   dan   pelaporan   kinelja   yang
terintegrasi.

(7)    Setiap   pimpinan   unit   organisasi   pada   Inspektorat   bertanggung  jawab
memimpin     dan     mengoordinasikan     bawahan     masing-masing     dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(8)    Setiap pimpinan unit organisasi pada Inspektorat mengawasi pelaksanaan
tugas bawahannya masing-masing dan apabila teljadi penyimpangan wajib
mengambil   langkah-langkah  yang  diperlukan   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(9)    Setiap  pimpinan  unit  organisasi  pada  Inspektorat  harus  mengikuti  dan
mematuhi  petunjuk  serta bertanggung jawab  pada  atasan  masing-masing
dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(10)  Setiap   pimpinan   unit  organisasi  pada  Inspektorat  wajib  mengolah  dan
menggunakan   laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk
untuk  penyusunan  laporan  lebih  lanjut  dan  untuk  memberikan  petunjuk
kepada bawahan.

(11)  Dalam   menyampaikan   laporan   kepada   atasan,   setiap   pimpinan   satuan
organisrasi pada lnspektorat wajib menyampaikan tembusan laporan kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyal hubungan kelja.

(12)  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  setiap  pimpinan  organisasi  dibantu  oleh
kepala   satuan   organisasi   di   bawahnya  dan   dalam   rangka   pemberian
bimbingan   kepada   bawahan   masing-masing   wajib   mengadakan   rapat
berkala.

(13)  Dalam  melaksanakan  tugas  di  wilayah,  pimpinan  unit  organisasi  wajib
melakukan koordinasi dengan Camat.

BABV

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1)    Inspektur   merupakan   Jabatan   Pimpinan   Tinggi   Pratama   atau  jabatan
struktural eselon II.b.

(2)    Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon
III.a.



(3)    Inspektur   Pembantu   merupakan   Jabatan   Administrator   atau   jabatan
struktural eselon Ill.a.

(4)    Kepala  Subbagian  merupakan  Jabatan  Pengawas  atau jabatan  struktural
eselon IV.a.

(5)    Inspektur,  Sekretaris,  Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian diangkat
dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(6)    Inspektur,    Sekretaris,    Inspektur    Pembantu    dan    Kepala    Subbagian
melakukan   penilaian   kineH.a  terhadap   pelaksanaan   tugas   bawahannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,  Inspektorat tetap melaksanakan
tugasnya   sampai   dengan   pelantikan   dan/atau   pengukuhan   Pejabat   pada
Inspektorat Daerah untuk pertama kalinya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F`ungsi serta Tata Kelja yang diatur
dalam   Peraturan   Bupati   ini   berlaku   efektif   setelah   pelantikan   dan/atau
pengukuhan Pejabat pada Inspektorat Daerah untuk pertama kalinya.

Pasal 2 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku:
a.   Peraturan  Bupati  Rembang  Nomor  48  Tahun   2016   tentang  Kedudukan,

Susunan   Organisasi,   Tugas   dan   Fungsi   serta   Tata   Kerja   Inspektorat
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor
58); dan

b.   Peraturan  Bupati  Rembang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas
Peraturan  Bupati  Rembang  Nomor  48  Tahun  2016   tentang  Kedudukan,
Susunan   Organisasi,   Tugas   dan   Fungsi   serta   Tata   Kerja   lnspektorat
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor
6).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

BERI



LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR  54 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN ,                   SUSUNAN
ORGANISASI ,         TUGAS         DAN
FUNGSI    SERTA    TATA    KERJA
I NSPEKTORAT                     DAERAH
KABUPATEN REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

INSPEKTUR

SEKRETAIIS

SUBBAG
PERENCANALAN

DAN
KEUANGAN

SUBBAG
EVALUASI DAN

PELAPORAN

SUBBAG
ADMINISTRASI

DAN UMUM

INSPEKTUR
PEMBANTU I

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

INSPERTUR
PEMBANTU 11

KELOMPOK
JABATAN

F`UNGSIONAL

INSPEKTUR
PBMBANTU Ill

KELOMPOK
JABATAN

F`UNGSIONAL

INSPEKTUR
PEMBANTU IV

KBLOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

INSPEKTUR
PEMBANTU KHUSUS

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

BUPATI REMBANG,

zzzB     I
ABDUL HAF`IDZ


